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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan 

daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan (urusan) 

dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan 

berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai 

dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan (Riduansyah, 2003). Otonomi 

daerah membuat kemandirian untuk membentuk suatu daerah secara optimal dan 

tidak bergantung lagi kepada pemerintah pusat sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan dan pelayanan publik terhadap masyarakat serta mengoptimalkan 

potensi yang dimiliki suatu serta memberikan porsi belanja daerah yang lebih 

besar untuk sektor-sektor yang produktif di daerah (Adyatma & Oktaviani, 2015). 

Pelaksanaan otonomi daerah membuat peluang bagi pemerintah daerah 

untuk dapat mengembangkan potensi pada daerah tersebut. Pemerintah daerah 

meningkatkan anggaran belanja modal untuk membiayai dalam menggembangkan 

potensi daerah. Sumber dana yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam 

peningkatan anggaran belanja modal tersebut antara lain Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Dana Perimbangan yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 

Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil (DBH) (Wandira, 2013) 

Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan masyarakat dan meningkatkan 

kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan dependensif terhadap kebutuhan, 
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potensi maupun karakteristik dan kebutuhan masyarakat di daerah (Syukri & 

Hinaya, 2019) 

Proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita penduduk 

dalam suatu masyarakat dalam jangka panjang adalah defenisi dari pembangunan 

ekonomi. Dalam defenisi tersebut terdapat tiga unsur yaitu (1) pembangunan 

ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus-menerus yang di 

dalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru, 

(2) usaha meningkatkan pendapatan per kapita, (3) kenaikan pendapatan per 

kapita harus berlangsung dalam jangka panjang (Suryana, 2000). Apabila 

pembangunan terus berkembang akan mendorong pengeluaran pemerintah antara 

lain berupa belanja modal. Peningkatan pengeluaran pemerintah maka akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Adyatma & Oktaviani, 2015) 

Indikator penting salah satunya dalam mengetahui kondisi suatu ekonomi 

pada suatu daerah dalam satu periode tertentu yaitu data Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB), baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku 

dalam satu periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada 

dasarnya adalah jumlah dari nilai tambah yang berasal dari seluruh unit usaha 

dalam daerah tertentu atau merupakan penjumlahan dari jasa akhir (neto) dan nilai 

barang dari seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Nilai tambah barang dan jasa 

yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun yaitu gambaran dari 

PDRB atas dasar harga berlaku. Nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 

menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu yang digunakan 

sebagai dasar adalah  gambaran dari PDRB atas dasar harga konstan. Pergeseran 
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dan struktur ekonomi dapat diketahui dengan menggunakan PDRB atas dasar 

harga berlaku sedangkan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke 

tahun menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan (Badan Pusat Statistik, 

2018) 

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar 

Harga Konstan  di Pulau Sumatera Periode 2013-2017 (Persen) 

Provinsi 
Tahun Rata-

Rata 2013 2014 2015 2016 2017 

Aceh 2,65 1,55 -0,73 3,30 4,19 2,19 

Sumatera Utara 6,07 5,23 5,11 5,17 5,12 5,34 

Sumatera Barat 6,08 5,88 5,53 5,27 5,29 5,61 

Riau 2,48 2,71 0,22 2,23 2,71 2,07 

Jambi 6,84 7,36 4,21 4,37 4,64 5,48 

Sumatera Selatan 5,48 4,79 4,42 5,04 5,51 5,05 

Bengkulu 6,07 5,48 5,14 5,29 4,97 5,39 

Lampung 5,77 5,08 5,13 5,15 5,17 5,26 

Kep. Bangka 

Belitung 5,20 4,67 4,08 4,11 4,51 4,51 

Kep. Riau 7,21 6,60 6,02 5,02 2,01 5,37 

Sumber : Badan Pusat Statistika, 2018 ( diolah) 

Pertumbuhan ekonomi berpokok pada proses peningkatan produksi barang 

dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat (Sanusi, 2004).Pada Tabel 1.1 

menunjukkan laju pertumbuhan PDRB cenderung berfluktuatif setiap tahunnya. 

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dan Jambi pada tahun 2014 mengalami 

peningkatan dari sebelumnya sebesar 0,23 persen dan 0,88 persen. Pertumbuhan 

ekonomi pada tahun 2015 setiap provinsi di Pulau Sumatera mengalami 

penurunan kecuali Provinsi Lampung yang mengalami peningkatan dari tahun 

2014 sebesar 0,05 persen.   

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 provinsi-provinsi di Pulau 

Sumatera terjadi peningkatan dari sebelumnya kecuali Provinsi Sumatera Barat 
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dan Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami penurunan sebesar 0,26 persen dan 

1 persen. Pertumbuhan ekonomi yang tertinggi pada tahun 2017 yaitu  Provinsi 

Sumatera Selatan sebesar 5,51 persen meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 

0,47 persen. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera pada 

periode 2013-2017 yaitu dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,61 

persen hal ini disebabkan meningkatnya lapangan usaha pertanian yang menjadi 

kontribusi terbesar Provinsi Sumatera Barat meningkat yang pada awalnya di 

tahun 2016 sebesar 2,01 persen meningkat menjadi sebesar 3,40 persen. 

 Rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua adalah Provinsi Jambi 

yaitu sebesar 5,48 persen hal ini didukung oleh sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB dan diikuti pula 

oleh sektor pertambangan dan penggalian. Provinsi Bengkulu merupakan wilayah 

tertinggi ketiga dengan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39 

persen didukung oleh industri pengolahan karet mentah menjadi bahan setengah 

jadi atau Crumb Rubber dan memiliki lebih dari lima perusahaan besar penghasil 

karet termasuk PT. Perkebunan Nusantara VII dan perusahaan Penanaman Modal 

Asing (PMA). 

Penelitian ini dilakukan di tiga provinsi tertinggi berdasarkan pertumbuhan 

ekonomi di Pulau Sumatera yaitu terdiri dari Provinsi Sumatera Barat yang 

memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2017 yaitu sebesar 5,61 persen. Provinsi Jambi memiliki rata-rata 

pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua pada tahun 2013 sampai dengan tahun 

2017 yaitu sebesar 5,48 persen dan Provinsi Bengkulu memiliki rata-rata 
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pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga pada tahun 2013 sampai dengan tahun 

2017 yaitu sebesar 5,39 persen. 

Perkembangan pertumbuhan ekonomi periode 2013-2017 di Provinsi 

Sumatera Barat berfluktuatif dimana pada tahun 2014 mengalami penurunan dari 

sebelumnya sebesar 0,2 persen hingga tahun 2016 terus mengalami penurunan 

dari tahun sebelumnya sebesar 0,26 persen kemudian di tahun terakhir mengalami 

kenaikan dari sebelumnya sebesar 0,02 persen. Perkembangan pertumbuhan 

ekonomi periode 2013-2017 di Provinsi Jambi juga berfluktuatif pada tahun 2014 

mengalami kenaikan sebesar 0,52 persen kemudian turun di tahun 2015 sebesar 

3,15 persen, dan meningkat pada tahun 2016 sebesar 0,16 persen, pertumbuhan 

ekonomi kembali mengalami kenaikan sebesar 0,27 persen. Sementara itu, pada 

tahun 2013 sampai pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu 

mengalami penurunan dari tahun 2013 hingga tahun 2015 sebesar 0,93 persen. 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Sumatera Barat periode 2013-2014 cenderung fluktuatif. Pertumbuhan 

ekonomi tertinggi di Provinsi Sumatera Barat jika dilihat dari rata-rata dalam 

kurun waktu lima tahun yaitu Kota Padang sebesar 6,40 persen. Pertumbuhan 

ekonomi terendah di Provinsi Sumatera Barat jika dilihat dari rata-rata dalam 

kurun waktu lima tahun yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 5,34 

persen.  
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Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar 

Harga Konstan di Provinsi Sumatera Barat Periode 2013-2017 (Persen) 

KAB/KOTA 
Tahun Rata-Rata 

(%) 2013 2014 2015 2016 2017 

Limapuluh Kota 6,23 5,98 5,61 5,32 5,34 5,70 

Agam 6,15 5,92 5,52 5,41 5,43 5,69 

Kepulauan Mentawai 5,77 5,57 5,20 5,02 5,13 5,34 

Padang Pariaman 6,20 6,05 6,14 5,52 5,59 5,90 

Pasaman 5,82 5,87 5,34 5,07 5,09 5,44 

Pesisir Selatan 5,90 5,80 5,73 5,33 5,42 5,64 

Sijunjung 6,14 6,02 5,69 5,26 5,27 5,68 

Solok 5,63 5,79 5,44 5,31 5,33 5,50 

Tanah Datar 5,85 5,79 5,33 5,03 5,12 5,42 

Bukit Tinggi 6,28 6,20 6,14 6,05 6,08 6,15 

Padang Panjang 6,29 6,08 5,91 5,80 5,81 5,98 

Padang 6,66 6,46 6,41 6,22 6,23 6,40 

Payakumbuh 6,56 6,47 6,19 6,09 6,12 6,29 

Sawahlunto 6,11 6,08 6,03 5,73 5,75 5,94 

Solok 6,44 6,01 5,97 5,76 5,78 5,99 

Pariaman 6,06 5,99 5,79 5,59 5,62 5,81 

Pasaman Barat 6,40 6,04 5,70 5,33 5,35 5,76 

Dharmasraya 6,51 6,34 5,75 5,42 5,45 5,89 

Solok Selatan 6,13 5,90 5,35 5,12 5,15 5,53 

Sumber : Badan Pusat Statistika, 2018 (diolah) 

Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar 

Harga Konstan di Provinsi Jambi  Periode 2013-2017 (Persen) 

KAB/KOTA 
Tahun Rata-

Rata 2013 2014 2015 2016 2017 

Batanghari 6.48 7,56 4,27 4,65 4,81 5,55 

Bungo 9,02 6,74 5,13 5,39 5,66 6,39 

Kerinci 6,16 9,06 6,41 6,72 6,10 6,89 

Merangin 6,45 7,13 5,40 6,22 5,40 6,12 

Muaro Jambi 7,15 8,03 5,25 5,49 5,12 6,21 

Sarolangun 7,61 5,20 3,59 4,26 4,41 5,01 

Tanjung Jabung Barat 5,73 5,85 3,64 3,14 4,48 4,57 

Tanjung Jabung Timur 4,57 5,81 1,81 2,65 3,09 3,59 

Tebo 7,63 8,83 5,35 5,40 5,60 6,56 

Jambi 8,50 8,17 5,12 6,84 4,68 6,66 

Sungai Penuh 8,45 7,54 7,06 6,51 6,24 7,16 

Sumber : Badan Pusat Statistika, 2018 ( diolah) 
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Disamping itu, Tabel 1.3 menunjukkan bahwa perkembangan 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi periode 2013-2014 cenderung fluktuatif. 

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 Kabupaten Batanghari mengalami 

kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,16 persen. Pertumbuhan ekonomi 

tertinggi di Provinsi Jambi jika dilihat dari rata-rata dalam kurun waktu lima tahun 

yaitu Kota Sungai Penuh sebesar 7,16 persen. Pertumbuhan ekonomi terendah di 

Provinsi Jambi jika dilihat dari rata-rata dalam kurun waktu lima tahun yaitu 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 3,59 persen.  

 

Tabel 1.4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar 

Harga Konstan  di Bengkulu  Periode 2013-2017 (Persen) 

KAB/KOTA Tahun 
Rata-Rata 

2013 2014 2015 2016 2017 

Bengkulu Selatan 6,17 5,67 5,14 5,32 5,01 5,46 

Bengkulu Utara 5,51 5,47 5,07 5,01 5,00 5,21 

Rejang Lebong 5,98 5,30 5,15 5,27 5,01 5,34 

Bengkulu 6,09 6,12 6,02 6,17 5,64 6,01 

Kaur 6,09 4,82 4,96 5,34 5,11 5,26 

Seluma 5,74 5,30 4,31 5,02 5,01 5,08 

Mukomuko 6,36 6,01 5,54 5,69 5,31 5,78 

Lebong 5,54 5,44 4,99 5,21 5,14 5,26 

Kepahiang 6,23 5,89 5,65 5,71 5,23 5,74 

Bengkulu Tengah 5,59 5,46 5,01 5,04 5,02 5,22 

Sumber : Badan Pusat Statistika, 2018 ( diolah) 

Berdasarkan Tabel 1.4 menunjukkan bahwa perkembangan pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Bengkulu periode 2013-2014 cenderung fluktuatif. 

Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Bengkulu jika dilihat dari rata-rata 

dalam kurun waktu lima tahun yaitu Kota Bengkulu sebesar 6,01 persen. 

Pertumbuhan ekonomi terendah di Provinsi Bengkulu jika dilihat dari rata-rata 

dalam kurun waktu lima tahun yaitu Kabupaten Seluma sebesar 5,08 persen. 
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Kota Bengkulu pada tahun 2013 sebesar 6,09 persen meningkat sebesar 

0,03 persen menjadi 6,12 persen kemudian menurun sebesar 0,10 persen menjadi 

sebesar 6,02 persen. Tahun 2016 meningkat menjadi 6,17 persen meningkat 

sebesar 0,15 persen dan turun kembali menjadi 5,64 persen turun sebesar 0,53 

persen. 

Kabupaten Seluma tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 sebesar 

5,74 persen dan mengalami penurunan sampai dengan tahun 2015 yang hanya 

menjadi sebesar 4,31 persen menurun sebanyak 1,43 persen. Mengalami kenaikan 

pada tahun 2016 menjadi sebesar 5,02 persen. 

 

Gambar 1.1 Realisasi Belanja Modal Menurut Tiga Provinsi di Pulau 

Sumatera (miliar rupiah) Tahun 2013-2017 

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak dan Keuangan, 2018 ( diolah)  

Gambar 1.1 menggambarkan realisasi belanja modal yang bersifat 

fluktuatif pada tiga provinsi di Pulau Sumatera. Belanja modal tertinggi dilakukan 

oleh Provinsi Jambi pada tahun 2013 sebesar  Rp.1.029,49 miliar dan belanja 
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modal terendah dilakukan oleh Provinsi Bengkulu sebesar Rp.277,38 miliar. Pada 

tahun 2014 belanja modal tertinggi tetap dilakukan oleh Provinsi Jambi sebesar 

Rp.818,06 miliar menurun dari tahun sebelumnya sebesar Rp.211,43 miliar dan 

belanja modal terendah sampai dengan tahun 2016 masih dilakukan oleh Provinsi 

Bengkulu sebesar Rp.385,97 miliar akan tetapi terjadi peningkatan di tahun 

terakhir Provinsi Bengkulu meningkat sangat signifikan menjadi sebesar 

Rp.711,07miliar. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun, 2010belanja modal 

adalah belanja yang dilakukan oleh pemerintah suatu daerah yang mempunyai 

manfaat lebih dari 1 tahun anggaran yang telah ditetapkan dan sekaligus 

memperbanyak kekayaan daerah tersebut atau aset yang kemudian akan 

meningkatkan belanja rutin antara lain seperti biaya pemeliharaan  pada kelompok 

belanja adminstrasi umum. Infrastruktur, peralatan, dan harta tetap lainnya 

merupakan aset tetap pemerintah suatu daerah yang didapatkan dari belanja 

modal.Nopiani (2016)membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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Gambar 1.2 Realisasi Dana Alokasi Umum Menurut Tiga Provinsi di 

Pulau Sumatera (miliarrupiah) Tahun 2013-2017 

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak dan Keuangan, 2018 ( diolah) 

Gambar 1.2 menggambarkan realisasi dana alokasi umum menurut tiga 

provinsi di Pulau Sumatera yang cenderung setiap tahunnya mengalami 

peningkatan setiap tahunnya kecuali Provinsi Jambi yang mengalami penurunan 

di tahun 2017 menjadi Rp.1.397,91 miliar menurun sebesar Rp.68,33 miliar 

dibandingkan tahun 2016. Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu yang 

melakukan peningkatan setiap tahunnya. 

Pada tahun 2013 Provinsi Sumatera Barat memperoleh dana alokasi umum 

sebesar Rp.1.039,92 miliar meningkat di tahun berikutnya menjadi Rp.1.129,89 

meningkat sebesar Rp.89,97 miliar, dan meningkat kembali di tahun 2015 

menjadi Rp.1.221,13 miliar meningkat sebesar Rp.91,24 miliar. Tahun 2016 

kembali meningkat menjadi sebesar Rp.1.261,92 miliar peningkatannya sebesar 

Rp.40,79 miliar, meningkat kembali sampai dengan tahun terakhir menjadi 

sebesar Rp.2.014,65 miliar.  
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Provinsi Bengkulu  mengalami peningkatan sebesar Rp.100,45 miliar dari 

tahun 2013 yang memperoleh dana alokasi umum sebesar Rp.854,65 miliar 

menjadi sebesar Rp.955,10 miliar di tahun 2014, kemudian meningkat sampai 

dengan tahun terakhir yaitu tahun 2017 menjadi sebesar Rp.1.301,54 miliar. 

Dana alokasi umum dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena 

dengan adanya dana tersebut kesenjangan antar daerah di suatu wilayah tersebut 

dapat diminimalisir sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan potensi 

daerah mereka masing-masing hal ini juga dibuktikan oleh Nopiani et al. (2016) 

yang membuktikan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi.  

 

Gambar 1.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Menurut Tiga Provinsi di 

Pulau Sumatera (miliar rupiah) Tahun 2013-2017 

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak dan Keuangan, 2018 ( diolah) 

 

Gambar 1.3 menggambarkan realisasi pendapatan asli daerah menurut tiga 

provinsi di Pulau Sumatera yang mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali 
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pada tahun 2015 Provinsi Jambi mengalami sedikit penurunan menjadi 

Rp.1.241,24 miliar. Provinsi Sumatera Barat memiliki pendapatan asli daerah 

tertinggi diantara tiga provinsi di Pulau Sumatera dalam periode 2013-2017 yaitu 

sebesar Rp.2.134,01 miliar pada tahun terakhir dan mengalami peningkatan 

sebesar Rp.767,83 miliar dari tahun 2013. Posisi kedua yang memiliki pendapatan 

asli tertinggi adalah Provinsi Jambi sebesar Rp.1.580,30 miliar di tahun 2017 jika 

dibandingkan tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp.516,42 miliar. 

Provinsi Bengkulu yang memiliki pendapatan asli daerah terendah menurut tiga 

provinsi di Pulau Sumatera periode 2013-2017 yang hanya mengalami 

peningkatan sebesar Rp.279,37 miliar dari tahun 2013 hingga tahun 

2017.Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan menunjukkan bahwa 

keberhasilan suatu daerah dalam melengkapi kebutuhannya sekaligus 

memakmurkan masyarakatnya (Apriana & Suryanto, 2010).  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh belanja modal, dana alokasi umum dan pendapatan asli 

daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tiga provinsi di Pulau 

Sumatera  

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh belanja modal, dana 

alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi 

kabupaten/kota tiga provinsi di Pulau Sumatera. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Praktis : Penelitian ini memberikan masukan dan bahan 

informasi bagi dinas terkait untuk dipertimbangkan atau dapat 

memberikan kontribusi bagi kajian-kajian yang berhubungan dengan 

pengaruh belanja modal, dana alokasi umum dan pendapatan asli 

daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. 

2) Manfaat Teoritis :  Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah 

penelitian dan dapat digunakan sebagai acuan atau sebagai pembanding 

untuk penelitian selanjutnya. 

3) Manfaat Akademis : Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan mahasiswa sehubungan dengan pengaruh antara belanja 

modal, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap 

pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tiga provinsi di Pulau Sumatera. 
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